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MOTTO

“Perbedaan yvang aka
perempuan mempunyail I
sama luasnya dengan

mereka akan mengubah

n terjadi kalau
uang politik yang
laki-laki adalah

hakekat kekuasaan;

bukan kekuasaan yang akan merubah hakekat

perempuan’” (Bella Azbug, dalam Kompas

2001:37)
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ABSTRAK

Demokrasi memberi peluang warga |negara untuk berpartisipasi melalui
lembaga pemilihan umum. Perempuan | vang selama ini  tidak dapat
mengartikulasikan kepentingannya juga mempunyai peluang tersebut. Jumlah
perwakilan perempuan yang mayoritas 51% dibanding laki-laki tidak memiliki
perwakilan yang repersentatif dengan jumlah tersebut. Dengan demikian secara
kelembagaan dapat dilihat beberapa Undapg-Undang ataupun kebijakan yang
dikeluarkan Lembaga Perwakilan Rakyat selama kurun waktu Orde Baru sampai
reformasi masih melestarikan ideologi patrniarki yang merugikan perempuan. Dengan
begitu dapat ditarik permasalahan apakah sjstem Pemilu merupakan kesempatan
untuk mengartikulasikan kepentingan perempuan? Jumlah perwakilan perempuan
penting untuk mengartikulasikan kepentingannya, dengan demikian apakah
penambahan perwakilan politik perempuan melalui Sistem Kuota secara normatif
dapat dilaksanakan? Dengan terjawabnya permasalahan tersebut diharapkan hasil
yang membawa peningkatan strategis dalam gerakan perempuan. Supaya
kepentingan strategis tersebut dapat dicapai maka digunakan metode penelitian
hukum normatif dengan analisa induktif. Berdasarkan kajian normatif ditemukan
sistem Pemilu mempengaruhi kemungkinan terpilih atau tidak terpilthnya calon
perempuan sebagi wakil. Penetapan Sistem| Kuota sebagai aksi afirmatif dalam
Undang-Undang Pemilu berdasarkan asas mandat repersentatif dan partisipatoris
tidak bertentangan dengan hukum tata negara di Indonesia. Beberapa kajian dan
sistem Pemilu berkaita dengan sistem Pemilu dalam UUD 1945 Amandemen IV
Tahun 2002, sistem mixed-member proporsipnal merupakan sistem Pemilu yang
paling cocok untuk diterapkan di Indonesia dan memberikan peluang besar bagi
masuknya calon perempuan untuk terpilih.

Xi
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I. PENDAHU

1.1 Latar Belakang
Berbagai peristiwa keruntuhan rezim ¢

dan Tengah, serta Amerika Latin yang terja

otoriter di Afrika, Asia, Eropa Timur,

di pada akhir abad ke-20 merupakan

kecenderungan umum dalam proses menuju demokrasi. Kemudian di ikuti oleh

munculnya negara-negara yang memiliki sis
tinggi melalui pemilihan umum. Perubaha
dengan ditandai adanya pemilihan uma
membentuk pemerintahan yang
perubahan rezim tersebut ternyata juga m

dari 1deologi demokrasi liberal.

Di Indonesia runtuhnya rezim otorite

warga negara untuk berpartisipasi dalam pr

perkembangan bangsa. Hal ini termasuk

lebih n

em pemerintahan berlegitimasi cukup

in rezim otoriter menuju demokrasi

lebih untuk

Dari

im yang demokratis

newakili kepentingan rakyat.

embawa dampak adanya superioritas
r Socharto memberikan peluang bagi
pses demokratisasi untuk menentukan

kepentingan perempuan baik yang

bersifat strategis maupun praktis, yang meyakini bahwa bentuk pemerintahan

demokratis dapat memberikan kesempata

sosial dengan proses demokrasi yang partisi]

"Lembaga pemilihan umum sebaga

demokratis belum banyak dilembagakan

in untuk menentukan pembangunan
patoris.

| sarana dari sistem pemerintahan

1 berbagai negara. Bahkan di negara

yang dapat dikatakan pelaksanaan pemilihan umum berlangsung jujur, adil, dan,

bebas, demokrasi masih menjadi isu dala
politik yang masih elitis, terpecah-pecah, a
dilindungi, dan partai-partai politik kurai
merumuskan |

program yaifu, pProses

kepentingan anggota masyarakat, melalui

sistem pemilihan. Misalnya, partai
danya korupsi politik, hak sipil tidak
ng kuat mengartikulasikan program-
tuntutan-tuntutan dan kepentingan-

suatu arus dari bawah ke atas untuk

dapat disampaikan kepada pemerintah d
bentuk tuntutan atau usulan kebijakan um
negara. Karena itu, tujuan pemilihan um
prinsip kebijakan (undang-undang) yang d

atau kesempatan semua golongan masyar:

pembuat keputusan lainnya dalam
, yang langsung dirasakan oleh warga
hendaklah kembali berpegang pada
okratis, yaitu menjamin kepentingan

at. Dengan demikian tujuan pemilihan
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umum tentunya harus dinyatakan dalam f
yaitu; membentuk pemerintahan perwaki
menentukan wakil rakvat dalam lembaga
pengukuran elit penguasa, dan pendidikan
masyarakat dalam pemilihan. Dengan dem
sejauh mana proses demokratisasi tersebu
perempuan.

Konsep demokrasi yang netral secar:
adalah konsep politik yang masih mem
Sebagaimana juga pola pikir pencetus ide
Locke berpendapat bahwa seluruh munusia
tidak pernah menganjurkan kaum wanita
lebih menganggap tidak perlu dibuktikan,
kekeluargaan suami yang harus mempuny
sebagai tokoh demokrasi dan egélitarian

kaum wanita akan senantiasa memerintah

ibu, bukan sebagai warga negara, irom

pengantar sebuah esai tentang asal mula ke

Declaration Of Independence pemyata

setara. Dalam hal ini Thomas Jefferson

harus senantiasa disisihkan dari persidanga

karena kemerosotan akhlak akan terjadi sea
perhimpunan kaum laki-laki ( Dahl, 1994 :
Kerangka pemikiran berprespektif

kritis bagaimana keterkaitan suatu proses

Kerangka pemikiran ini sampai sekarang k|

yang membahas demokrasi, termasuk litei
persoalan sosial dalam masyarakat mempu
termasuk perempuan. Dalam hal ini mani

secara jender ini dapat muncul dalam be

d
Ji’ kata putus. Sedangkan J.J Rousseou

(§]

nngsi-fungsi utama pemilihan umum
an lewat partai politik, pemenang
perwakilan rakyat, pergantian atau
politik bagi rakyat melalul partisipasi
ikian kita dapat melihat secara kritis

I memberi kesempatan bagi gerakan

1 jender sebenarnya dalam realitanya
bedakan peran berdasarkan jender.
demokratisasi itu sendiri seperti John
secara alamiah adalah setara, namun 1a
ditjjinkan ikut memberikan suara dan

n berpandangan bahwa dalam urusan

radikal justru mengumumkan bahwa
kaum laki-laki hanya sebatas istri dan
snya pengumuman tersebut sebagai

*tidaksetaraan diantara manusia dalam

bahwa semua manusia diciptakan

ETkr;rpendapau: sama bahwa perempuan

n-persidangan dan kantor pemerintah,
Bdainya mereka bercampur baur dalam
114).

jender berusaha menganalisis secara
kehidupan laki-laki dan perempuan.
urang mendapat perhatian dari literatur
atur ilmu politik di Indonesia. Padahal
nyai dampak ke seluruh warga negara
festasi dari pengalaman yang berbeda
rbagai bentuk, seperti karakter partai
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politik yang kurang memiliki kepeduhan

partisipasi masyarakat dalam menentukan

ed

jender sehingpa berdampak kurangnya

kepentingan konstituennya.

Lebih jauh terdapat kemungkinan terjadinya kegagalan dalam proses

demokrasi untuk memberikan jaminan hakrhak warga negara, contoh tidak adanya

prioritas partai politik dalam menyelesaikan persoalan bangsa untuk

mengentaskan kemiskinan dalam berbagai

konflik bermuatan kekerasan di daerah.

Apalagi untuk mewujudkan pembangunan yang emansipatoris sehingga sebagian

besar partai politik gagal dalam mengartik

ulasikan kepentingan perempuan.

Transisi demokrasi ialah awal menuju proses demokratisasi di Indonesia

setelah perubahan rezim. Menurut O[Donnell dan Schumetter (1993:10)

demokr.si yang pada dasarnya adalah pdople rule dalam bentuk pemerintahan

yang demokratis, semua warga mempunyaj hak, kesempatan, dan suara yang sama

dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kenyataan dalam proses demokratisasi,

rakyat tidak dapat secara langsung

melakukannya melalui perwakilan politi

membuat kebijakan. Mereka harus

k yang disuarakan oleh partai politik

maupun kelompok yang berkepentingan dalam pemilihan umum.

Pemilihan umum reguler adalah ¢

mewakili suara rakyat dalam penyeleng

menurut Mar’iyah (dalam  Arifin, 2

berdasarkan pengalaman menunjukkan,

ara yang dianggap paling tepat untuk
garaan pemerintahan yang demokratis
00:47). Sebaliknya pada kenyataan
banyak wakil perempuan yang tidak

terpilih dalam proses pemilihan. Dengan demikian yang terjadi adalah tidak

adanya keseimbangan jender dalam perw
perempuan. Jadi indikator munculnya ger

dari pemikiran tidak repersentasinya pe

akilan politik dengan komposisi jumlah

akan-gerakan perempuan adalah berasal

rwakilan perempuan dalam kehidupan

politik dengan jumlah peempuan. Dampak dari proses tersebut kepentingan

perempuan tidak teraktualisasikan dalam kehidupan kenegaraan.

Menuruc Soccoro Reyes (dalam Kompas, 2001: 37) pendiri Centre For

Legislative Development di Manila, Filipi

na, menegaskan tidak satu negarapun di

dunia dapat mencapai 30% perwakilan perempuan dalam parlemen tanpa

affirmatve action melalui sistem kuota. Ja juga mengatakan resistensi terhadap

sistem kuota ini dengan dalih apapun harus dijawab dengan menggunakan alat
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vang berasal dari dalih yang sama.

jawabannya juga asas demokrasi, vaitu prin

kesetaraai untuk memperoleh perlindungan

hak asasi manusia yang universal, hak unt

merupakan bagian dari hak asasi manusia.

K

alau argumennva demokrasi maka

sip-prinsip kesetaraan kesempatan dan

dalam hukum. Dalam prinsip-prinsip

¢ berpartisipasi dalam bidang politik

Proses demokrasi yang terjadi di Indonesia sekarang ini adalah transisi

demokrasi, menurut O’Donnell dan Schumitter (1993:1-6) pada dasarnya
mempunyai dua tema. Perfama, tema normatif membuka peluang bagi rezim
revolusioner yang ingin memperkenalkan perubahan drastis dari kenyataan politik
yang ada kemudian mencapai tahap konsolidasi demokrasi politik. Pada

hakikatnya merupakan tujuan yang diinginkan, upaya-upaya untuk menegakkan

peraturan-peraturan tertentu mengenai kom

Tema kedua, sampai tingkat tertentu mer

normatif, menyangkut suatu usaha untuk

biasa, beserta sejumlah besar kejutan serts

tersebut. Dengan demikian beberapa peris

mengandung konsekwensi berat dan men
dan politis.

Ini dapat diartikan transisi demo
prosedur politik untuk menghasilkan peme
prosedur politik yang sah yaitu Pemilu yan
(selang waktu) antara satu rezim politik
adalah konsolidasi.

perpecahan sebuah rezim otoritarian, di

Transisi dibatasi
bentuk demokrasi, kembalinya beberapa
munculnya suatu alternatif revolusioner ya
masa itu aturan main politik sama sek
Schumitter, 1993: 9 ).

Dalam konsep negara hukum, konsti

negara mengatur pembatasan kekuasaan,

pusat dan daerah. Dengan demikian me

di

tisi politik yang teratur dan resmi.
pakan konsekwensi logis dari tema
memahami ketidakpastian yang luar
1 dilema politik dalam masa transisi

tiwa membawa pilihan-pilihan yang

tut tanggung jawab besar secara etis

si adalah menghasilkan kesepakan
intahan terpilih dan berkuasa, melalu
bebas. Karena transisi adalah interval
rezim yang lain, kejadian sesudahnya
satu sisi oleh munculnya proses
is1 lain oleh pengesahan beberapa
bentuk pemerintahan otoriter, atau
g menjadi ciri transisi bahwa selama

i tidak menentu ( O’Donnell dan

tusi sebagai hukum tertinggi di suatu
termasuk distribusi kekuasaan antara

mberi kesempatan untuk melakukan
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reformasi di segala bidang termasuk mengubah kesepakatan-kesepakan politik
yang menyangkut kepentingan jender depgan harapan pembangunan ekonomi,
stabilitas politik perwujudan dari pengakuan UUD 1945 Dengan kata lain
reformasi hukum haruslah bertujuan untuk terciptanya masyarakat sipil (civi/
society) yang demokratis, bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi
atas jenis kelamin, ras, sﬂku, agama, pandcrngan politik dan lain-lain. Penegakkan
kedaulatan rakyat adalah paradigma yang harus ditegakkan secara konsisten di
dalam semua produk hukum yang akan dikeluarkan termasuk dalam menyusun

konstitusi kita (Arifin, 200:63).

1.2 Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang di atas |dapat ditarik beberapa indikator yang
menimbulkan permasalahan. Pemilihan umum sebagai proses demokrasi belum

mampu mengartikulasikan kepentingan perempuan dan jumlah perwakilan politik

perempuan tidak sebanding dengan jumlah perempuan, dengan asumsi bahwa
selama ini wakil perempuan yang diajukan dalam pemilihan umum tidak dipilih
sehingga perempuan kurang terlibat proses pengambilan keputusan dalam
kehidupan bernegara dan kepentingan perempuan terabaikan. Dengan demikian
dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:
1. apakah sistem Pemilu merupakan |kesempatan untuk mengartikulasikan

kepentingan perempuan?
2. apakah penambahan perwakilan perempuan dalam Lembaga Perwakilan

Rakyat melalui Sistem Kuota dalam sistem Pemilu secara normatif dapat

dilaksanakan?

1.3 Tujuan Penulisan
1.3.1 Tujuan Umum
Selain sebagai peningkatan wacana ilmu pengetahuan ditingkat akademisi
juga membuka peluang bagi perempuan| untuk kembali memasuki dunia politik
dengan lebih mudah untuk mengejar ketertinggalannya selama ini. Selain itu juga

untuk mengartikulasikan kepentingan perempuan dalam kebijakan negara.
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1.3.2 Tujuan Khusus

Berkaitan dengan permasalahan yan

hasil yang memberni peningkatan strategis da

a. supaya kepentingan perempuan dapg
pemilthan umum:
b. dimasukkannya sistem kuota kedalam

untuk menjamin terpilihnya perempuan

Rakyat.

1.4 Metodologi

Skripsi merupakan salah satu bentu

penulisannya harus dapat memberikan jawal

dipertanggungjawabkan, oleh karena itu n

menggunakan metode yang tepat.

Metode adalah suatu rangkaian cara
memahami obyek vang sedang dibahas gun
pengetahuan dan menguji kebenaran. Deng

epistimologik yang penting ( Soemitro, 198

1.4.1 Pendekatan Masalah

Sesuai dengan ruang lingkup perma
pendekatan masalah secara yuridis normat
doktrinal. Yaitu penelitian hukum untuk
positif yang berlaku (Sunggono, 1999: 88).

1.4.2 Sumber data
Di dalam penelitian sumber hukum

6

a diajukan penyusun mengharapkan
Jam gerakan perempuan antara lain:
it diartikulasikan melalui lembaga

Undang-Undang pemihhan umum

sebagai anggota Lembaga Perwakilan

k karya tulis 1lmiah schingga dalam
ban terhadap permasalahan yang dapat

nemerlukan data dan analisis dengan

yang diambil untuk mengetahui atau
1a menemukan, mengembangkan ilmu
an demikian metode merupakan aspek

B 20,

salahan dalam skiripsi ini digunakan

if atau disebut juga penelitian hukum

menemukan asas atau doktrin hukum

normatif, seperti yang dimaksud oleh

Soemitro ( 1988: 11-12 ) maka data sekunder di bidang hukum dilihat dari sudut

kekuatan mengikatnya terdin dari:

a. bahan-bahan hukum primer:
1) norma dasar Pancasila;
2) peraturan dasar yaitu Batang Tubuh
3) peraturan perundang-undangan (hul

UUD 1945, Ketetapan MPR/S;

cum positif lainnya);
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4) bahan hukum vang tidak dikodifika
5) yurisprudensi;
6) traktat;
b. bahan hukum sekunder:
) hasil karya ilmiah bidang hukum;
) hasil-hasil penehitian;
bahan hukum tersier yaitu, bahan-bah
bahan hukum primer/ sekunder.

1
5
3

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengy

iventarisasi hukum positif;

analisis data berkaitan dengan teori-ta

dilakukan dengan cara membaca mer

yang relevan.

1.4.4 Analisis Data
Data yang terkumpul berupa baha
dikoleksi, dan dikelompokkan. Sedangkd

) rancangan Peraturan Perundang-ung

studi hteratur merupakan langkah

yikan:

h

angan;

an hukum yang memberikan informasi

mpulan data meliputi:

rang perlu dipakai untuk menunjang
ori yang dianggap relevan. Metode im

npelajari, dan mengkaji bahan pustaka

n hukum prnimer akan di iventarisasi,

n bahan hukum sekunder dan tersier

diryjuk sebagai sumber materiil, meningkatkan mutu interpretasi atas hukum

positif yang berlaku serta mengembangka
yang komprehensif dan tuntas dalam mak
yang materiil dalam rangka memperkay
positif yang berlaku. Selanjutnya akan di
sistem analisis yang berasal dari suatu pre
diketahui dan berakhir pada suatu ke
(Sunggono, 1999:73).

n hukum sebagai suatu sistem normatif
nanya yang formal maupun maknanya
ra pengetahuan orang tentang hukum

punakan analisis metode induktif, yaitu

posisi khusus yang kebenarannya telah

simpulan yang bersifat lebih umum
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1. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI
2.1 Fakta
Perempuan di Indonesia mendapat hak untuk memilih dan dipilih sejak
Tahun 1945. Sedangkan perempuan pertama kah diangkat menjadi menteri pada
Tahun 1950. Posisi perempuan dalam pemerintah pada semua tingkatan hanya
menunjukan 1,6% Tahun 1998, pada tingkat menteri 3.4% Tahun 1998, dan;
tingkat sub ministerial sebesar 1,3% ( Arifin, 2001: 52-53 ).
Tabel 1. Distribusi jumlah perempuan dalam Lembaga Perwakilan Rakyat tiap

tahun berdasarkan hasil pemilihan umum

[__Tahun Jumlah Jumlah Laki-laki " Perempuan | Angka
‘ Pemilihan | Perempuan dalam | dalam Pemilu(%) | terpilih(%) |
Pemilu(%) ‘
1971 | B [ I 861 N
1977 B 833 R
1982 B i 10 |
1987 % % 11.8 59
1992 55 juta (51%) 52juta ‘ 12 62
1997 63,6 juta (52,2%) 46 juta 11.5 57
i999 101 juta (57%) fa 8.61 43

(Susiana, 2000:51-53)
Tabel 2. Kendala yang menghambat aktifitas perempuan dalam berpolitik

Kendala jumlah %
Kemampuan perempuan terbatas 32 30
Anggapan politik adalah dunia laki-laki 26 25
Kurang dukungan pemerintah 15 14,4
Anggapan perempuan tidak mampu berpolitik 11 10,6
Tidak ada dukungan suami 1 10,6
Perempuan kurang percaya diri 8 7.1
Tidak ada kendala 1 1.0

(Sumber: Litbang Republika, 1996:19)

,"""'—-——-
| {’*} ’ | 35 Pownnstalaan '
= : ﬂi- 7 _.! ‘:’tﬁf

e e
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Tabel 3. Kendala Perempuan Anggota Dew

kepentingan kaum perempuan.

an dalam memperjuangkan

Jenis kendala %
Kurangnya dukungan laki-laki LT B 195 | |
Terbatasnya pengetahuan 8,7
| Tidak yakin akan memperoleh duk.ungan i 8.7 .
Sulit mengagendakan dalam dewan i R 6,7
' Kurangnya dukungan perempuan g 4.8 L
| Tata tertitb DPR kurang mendukung 3 ‘ 3.8
Keterbatasan finansial = | 29 |

Takut di-recall

(Sumber: Litbang Republika, 1996:19)
Dari beberapa data statistik di

perempuan dalam wacana politik dan lemt

kurang mendapat perhatian. Sedangkan

mempengaruhi pola kebijakan yang dilahi

Lebih jauh akibat dari absennya p

atas dapat dilihat indikasi absennya
vaga pengambilan keputusan selama ini
sebagai akibat dari hal tersebut adalah
rkan dalam kehidupan bernegara.

erempuan dalam Lembaga Perwakilan

Rakyat sebagai pembuat kebijakan politik dan produk hukum, dapat kita lihat

melalui kebijakan politik dan produk huk

Baru. Undang-Undang berikut ini sebagai

oleh Lembaga Perwakilan Rakyat unt

um yang dikeluarkan sejak masa Orde
kebijakan dan hukum yang dikeluarkan

uk perempuan dan dampaknya bagi

kehidupan sosial ekonomi perempuan. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, Pasal 31 Ayat (3) kebijaka

sektor privat (domestik) dan laki-laki di

gender stereotyping, mengakui legal cqj
lc,d,dan e Undang-Undang No. 62 Tahi

Keimigrasian, kebijakan menerapkan dok

n yang membagi peran perempuan di
sektor publik merupakan sex roles dan
pacify kaum perempuan (istri). Pasal
in 1958 tentang Kewarganegaraan dan

trin kesatuan hukum (one person in the

law doctrine), suami atau bapak sebagi acuan utama yang digunakan untuk

menentukan kewarganegaraan anak-anal
1997 tentang Ketenagakerjaan, kebijak

(menurut penjelasan malam hari bagi pere

knya. Undang-Undang No. 25 Tahun
can mengenai larangan kerja malam

mpuan adalah waktu untuk keluarga), di
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tambang atau di bawah tanah dan tem
Undang-Undang Hukum Pidana kebijakan
adalah pengukuhan peran perempuan seba
dapat menolak. Rancangan Kitab Undang
1997/1998 kebijakan yang menganggap

perkawinan dengén menghilangkan kata-}

Rancangan Kitab Undang-Undang HukunLI

kata “di luar perkawinan™ kembali dicantur
Indonesia tidak mengenal perkosaan dald
Kenyataan bahwa perkosaan dalam perka
masyarakat Indonesia. Menurut data LBH
kasus keluarga 75% adalah perkosaan ter
dan Hadiz, 1997:35). Pasal 8 Undang-U

10

pat-tempat berbahaya lainnya. Kitab
tiada larangan perkosaan terhadap istri
pai obyek dan pelayan sek suami tanpa
i-Undang Hukum Pidana versi Tahun
penting pelarangan perkosaan dalam
cata “diluar perkawinan™ tetapi dalam
Pidana versi Tahun 1999/2000 kata-
kan dengan alasan bahwa masyarakat
m perkawinan (Susiana, 2000:41-42).
winan adalah terjadi dan ada di dalam
APIK Tahun 1996-1997, dan kasus-
hadap istri oleh suami (Katjasungkana

ndang No. 7 Tahun 1983 jo Pasal 8

Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 tentang prosedur memperoleh NPWP jo Pasal
4 Peraturan menteri Keuangan No. 947/KMK/04/1983, kebijakannya adalah kaum
istri tidak memiliki NPWP tersendiri melainkan atas nama suaminya. Undang-
Undang tersebut adalah sebagian kecil dari Undang-Undang yang tidak berpihak
kepada kepentingan perempuan yang dibuat selama kurun waktu Pemerintah Orde
Baru sejak Tahun 1966 sampai Tahun 1997.

Ideologi di balik itu adalah perempuan dianggap mempunyai domestikasi
dari peran perempuan untuk melegitimasi sistem patriarki. Pada masa Orde Baru
dengan komposisi seperti yang disebutkan di atas berakibat pada kondisi
perempuan, yaitu aspek kepentingan praktis sebagian memang mendapatkan
peningkatan di bidang pendidikan, juga perbaikan tingkat kesehatan ibu dan anak
sejak tahun 1960-an. Namun peningkatan (ini tidak secara mutlak menguntungkan
perempuan, karena peningkatan mutu SDM perempuan tersebut dimanfaatkan
sebagail tenaga sukarela dalam pembangunan dengan menanamkan paradigma

women in development atau peranan perempuan dalam pembangunan (GBHN,

1997). Hal ini perempuan mempunyai peran ganda atau lebih diartikan sebagai
beban ganda (Katjasungkana dan Hadiz,1997:8). Selain itu masih adanya

pembedaan gaji dan tunjangan bagi pekerja perempuan dengan pekerja laki-laki
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baik dalam lembaga negara maupun swa
Menaker No. 7 Tahun 1990 tentang Upa
Sistem Pengupahan di lingkungan Perus
No.2/P/M/1971  jo

dan No. 01/GKKU/3

Pertambangan
K.440/01/2/1984/
khususnya butir 2 dan 3 tentang tunjangan K
Di bidang kelembagaan, pengukuh
dioperasionalkan melalui pendirian Dharn
pemerintahan Orde Baru telah mengkooj
untuk

mendukung  kebijakan—kebijaka

ketidakmampuan masyarakat untuk mx
pemerintahan disebabkan oleh depolitisas

sistematis. Di bidang ideologi penerap

Pg

11

sta. Hal inmi dapat dilihat dalam SE.
h jo PP No. 37 Tahun 1967 tentang

nhaan Negara, jo Peraturan Menteri

sraturan  Menteri  Pertanian  No.
1978 jo SE. Menaker No.4/1988
Fesehatan.

an ideologi patriarki dilakukan dan
na Wanita dan PKK. Negara dengan
Ptasi organisasi-organisasi perempuan
n pemerintah dan  menyebabkan
engontrol  jalannya  penyelenggaraan
i yang dilakukan oleh negara secara

an nilai-nilai keibuan (motherhood

ideology) dilakukan melalui kebijakan resmi untuk perempuan sebagaimana

tertuang dalam kebijakan Repelita I

Hadiz,1997:8-9).

2.2 Dasar Hukum
2.2.1 Undang-Undang Dasar 1945 Ama
Pasal 28 D Ayat (3)
Setiap warga negara berhak mem
pemerintahan.
Pasal 28 E Ayat (3)
Setiap orang berhak atas keb

mengeluarkan pendapat.

Pasal 28 H Ayat (2)
Setiap orang berhak mendapat ke

memperoleh kesempatan dan 1

persamaan dan keadilan.

)ebasan berserikat,

Tahun 1974 (Katjasungkana dan

Pdemen IV Tahun 2002

berolch kesempatan yang sama dalam

berkumpul, dan

mudahan dan perlakuan khusus untuk

nanfaat yang sama guna mencapai
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Pasal 28 T Ayat (2)

Setiap orang berhak bebas dari perl

dasar apapun dan berhak mendapai

yang bersifat diskriminatif itu.

Pasal 28 | Ayat (5)
Untuk menegakkan dan melindungi
hukum yang demokratis, maka pel

diatur, dan dituangkan dalam peratu

akuan yang bersifat diskriminatif atas

xan perlindungan terhadap perlakuan

hak asasi sesuai dengan prinsip negara
aksanaan hak asasi manusia dijamin,

ran perundang-undangan.

atan Rakyat Nomor IV/MPR/1999

2.2.2 Ketetapan Majelis Permusyawarn
teniang Garis-Garis Besar Halua
a. Kebijakan Hukum
1) Angka 2

Negara

Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan
mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta

memperbaharui

perundang-undangan warisan kolonial

dan hukum

nasional yang diskriminatif, termasuk ketidak adilan jender dan ketidak

sesuaiannya dengan tuntutan reform
2) Angka 3

Menegakkan hukum secara konsis

z

asasi manusia.
3) Angka 4

Melanjutkan ratifikasi konvensi 1

si melalui program legislasi.

iten untuk lebih menjamin kepastian

hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak

ternasional, terutama yang berkaitan

dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan

bangsa dalam bentuk Undang-unda
b. Kebijakan Politik Dalam Negeri
1) Hurufd.

g

Mengembangkan sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat,

demokratis dan terbuka, mengem
menghormati keberagaman aspirasi
dan penyelenggaraan Pemilu yang

bangkan kehidupan kepartaian yang

politik, serta mengembangkan sistem
demokratis dengan menyempurnakan

berbagai Peraturan Perundang-undangan dibidang politik.
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2) Huruf £,

Meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komprehensip kepada
masyarakat untuk mengembangkan |budaya politik yang demokratis,
menghormati keberagaman aspirasi |[dan menjunjung tinggl supremasi
hukum dan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,

3) Huruf g.
Memasyarakatkan dan menerapkan prinsip persamaan dan anti diskriminasi

dalam kehidupan bermasyarakat, berbapgsa, dan bernegara.

c. Kebijakan Sosial dan Budaya
Angka 3 Kedudukan dan Peranan Perempuyian Huruf a

Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara melalui kebijakan nasiongl yang diemban oleh lembaga vang

mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan jender.

2.2.3 Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi
Mengenai Hak Politik Wanita

Pasal 1
Wanita hendaknya diberi hak untuk memiliki dalam semua pemilihan
dengan persyaratan yang sama dengan pria, tanpa diskriminasi.

Pasal 11

Wanita harus memenuhi syarat untuk pemilihan pada semua badan yang
dipilih untuk umum, yang dibentuk dengan hukum nasional. Dengan
persyaratan yang sama seperti pria, tanpa diskriminasi.

Pasal 111
Wanita hendaknya diberi hak untuk memegang jabatan umum dan
melakukan semua fungsi umum, yang dibentuk dengan hukum nasional,

dengan persyaratan yang sama dengan pria, tanpa diskriminasi.
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2.2.4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Angka

Pasal 7

Mengenai Penghapusan

Wanita.

Demi tujuan konvensi ini, istilah
setiap pengecualiah, perbedaan ata
jenis kelamin yang mempunyai pe
meniadakan pengakuan, kenyamanai
memandang status perkawinannya, ¢
hak asasi manusia dan kebebasan |

Semua

Bentuk Diskriminasi terhadap

diskriminasi terhadap wanita berarti
) pembatasan yang dibuat atas dasar
ngaruh atau bertujuan merusak atau
n, atau pelaksanaan pada wanita. tanpa
jasar persamaan pria dan wanita, hak-
\akiki dalam bidang politik, ekonomi,

sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya.

Negara-negara peserta konvensi m
dalam semua bentuknya, menyetuju
sesuai dan tanpa menunda K
diskriminasi terhadap wanita dan de
(a) mewujudkan prinsip persamag

nasionalnya atau perundang-u

terdapat didalamnya, dan menjé

sesuai, pelaksanaan prinsip ini.
Mengambil semua tindakan
undangan untuk mengubah
peraturan, kebiasaan praktik ya
wanita.

(b)

engutuk diskriminasi terhadap wanita

i untuk meneruskan dengan cara yang
cbijaksanaan tentang penghapusan

mi tujuan ini berusaha:

n pria dan wanita dalam konstitusi
ndangan lain yang sesuai jika belum
ymin melalui hukum dan cara lain yang

yang sesuai, termasuk perundang-
atau menghapus hukum yang ada,
ng menyebabkan diskriminasi terhadap

Negara-negara peserta konvensi akan mengambil tindakan yang sesuai

dalam semua bidang terutama dala

bidang kebudayaan, termasuk p
menjamin perkembangan sepenuhn
menjamin mereka dan melaksanal
dan kebebasan hakiki atas dasar per

1

Penerapan oleh negara-negara pese
sementara yang bertujuan mempel
pria dan wanita hendaknya tidak
tetapkan dalam konvensi ini, tetap
mengenai ketidaksamaan atau pen
tujuan persamaan kesempatan dan

Negara-negara peserta konvensi
sesuai untuk menghapus diskrimi

ym bidang politik, sosial.,ekonomi, dan
eraturan perundang-undangan, untuk
bfa dan kemajuan wanita untuk maksud
can dan menikmati hak asasi manusia
rsamaan dengan pria.

rta konvensi dalam hal tindakan khusus

[cepat persamaan secara defacto antara

dianggap diskriminatif seperti yang di
hendaknya tidak mengabaikan sesuatu

iisahan, tindakan ini harus berakhir bila
perlakuan telah diperoleh.

akan mengambil semua tindakan yang
masi terhadap wanita dalam kehidupan
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(9]

politik dan masyarakat di negaranya dan, terutama , akan menjamin wanita

atas persamaannya dengan pria, Hak:

(a) memilih dalam semua pemilihan ddan referendum umum dan memenuhi
syarat untuk pemilihan pada semua badan pemilihan umum;

(b) berpartisipasi  dalam  perumusan  kebijakan pemerintah  dan
pelaksanaannya serta memegang jabatan pemerintahan,  dan
melaksanakan semua fungsi umum|pada semua tingakt pemerintah:

(c) berpartisipasi dalam organisasi npn pemerintahan dan perkumpulan
vang berhubungan dengan kehidupan masvarakat dan politik
negaranya.

2.2.5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Pasal 1

Diskriminasi adalah setiap pembatasdn, pelecehan, atau pengucilan yang
langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas
dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status
ckonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat
pengurangan, penyimpangan atau p nghapusan pengakuan, pelasanaan
atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan
baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum,
sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Pasal 46
Sistem Pemilihan Umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif,
* dan sisitem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin

keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.
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2.3 Landasan Teori
2.3.1 Partai Politik
Salah satu sarana untuk berpartisipasi

partai politik. Secara umum Budiharjo (1995

adalah kelompok terorganisasi yang anggota

nilai dan cita-cita yang sama. KelompoK

kekuasaan politik dan melalui kekuasaan
kebijakan mereka.
Pengertian Partai Politik menurut Si
1998: 16) adalah organisasi artikulasi vang
dalam masyarakat yaitu mereka yang mim
kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing
dengan beberapa kelompok lainnya yang me
berbeda. Dengan demikian partai politik
menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ide
pemerintah yang resmi dan yang meningka
masyarakat politik yang lebih luas.
Menurut Mas’oed dan Andrews (2(
partai politik menyelenggarakan beberapa fu
a. Fungsi Saran Komunikasi Politik
Dalam hal ini kedudukan partai adalah

memerintah (the rulers) dengan mereka

16

dalam politik ketatanegaraan adalah
15) mengatakan bahwa partai politik
-anggota mempunyai orientasi nilai-
ini bertujuan untuk memperoleh

itu pula melaksanakan kebijakan-

gmund Neuman (dalam Budiharjo,

terdiri dari pelaku-pelaku yang aktif

usatkan perhatiannya pada menguasi

untuk memperoleh dukungan rakyat
mpunyai pandangan-pandangan yang

merupakan perantara besar yang

plogi sosial dengan lembaga-lembaga

kannya dengan aksi politik di dalam

)01:64-69) dalam negara demokrasi

ngsi.

sebagai jembatan antara mereka yang

yang diperintah (the ruled) aspirasi-

aspirasi dari masyarakat ditampung y

disalurkan dalam proses perumusan

kebijakan pemerintah dan pembuat keputusan lainnya dalam bentuk tuntutan

atau usul kebijakan umum (public policy). Dengan demikian tuntutan-tuntutan

dan kepentingan-kepentingan anggo

masyarakat disampaikan kepada

pemerintah melalui suatu arus dari

kepentingan ini yang dinamakan artikul

Disamping itu, penggabungan kepenting
berbagai kelompok yang sedikit banyak

bawah ke atas. Proses perumusan
asi kepentingan (interest articulation).
an (interest aggregation) dari tuntutan

menyangkut hal yang sama di gabung

menjadi satu dalam proses tersebut yang terjadi adalah arus komunikasi dari
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bawah ke atas akan tetap ada juga arus K
dalam hal partai politik ikut memperbincd

dan kebijakan dari pemerintah. Disinila

omunikasi dar atas ke bawah. vaitu
ingkan dan menyebarluaskan rencana

h partai politik memegang peranan

scbagai penghubung antara pemerintah dgngan masyarakat.

Fungsi Sarana Sosialisasi Politik
Proses seseorang memperoleh pandan
masyarakat dimana dia berada, juga men
norma dari satu generasi ke generas
pendidikan. Partai menanamkan nilai-1
negara dan partai sehingga partai po
identitas nasional dan pemupukan integra
Fungsi Sarana Rekrutmen Politik

Proses partai mencari anggota baru dan

berpartisipasi dalam proses politik. Den

buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wani

gan, orientasi dan nilai-nilai dari

cakup proses masyarakat mewariskan
1 berikutnya melalui kursus-kursus

nilai ideologi dan loyalitas kepada

litik dapat membantu peningkatan

si nasional.

mengajak orang yang berbakat untuk
gan mendirikan organisasi-organisasi

ta dan sebagainya. Rekrutmen politik

menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu

cara untuk menyeleksi calon-calon pemi

Fungsi Saran Pengatur Konflik

mpin.

Dalam negara demokrasi yang masyarakatnya heterogen sangat berpotensi

untuk terjadinya konflik atas perbedaan
dan agama. Pertikaian-pertikaian yang d
dapat diatasi dengan bantuan partai po

sedemikian rupa sehingga akibat-akibat

pendapat, etnis, status sosial, eknomi,
Jisebabkan oleh perbedaan seharusnya
itik, sekurang-kurangnya dapat diatur

negatifnya dapat seminimal mungkin

2.3.2 Pemilihan Umum

a. Pemilihan Umum dalam Demokrasi

ancasila

Dalam pembukaan UUD 1945 ditegaskan bahwa negara Republik Indonesia

adalah negara yang berkedaulatan rakyat atau negara demokrasi.

demikian kekuasaan tertinggi terletak di

Dengan
gan rakyat. Hal ini dipertegas dalam

UUD 1945 Amandemen IV Pasal 1 Ayat (2) bahwa kedaulatan berada ditangan
rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang. Ayat (3) yang menyatakan

bahwa negara Indonesia adalah negara hukpm.
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Pemerintahan Indonesia berbentuk Republik. Sehingga kehendak rakyatlah
yang menjadi dasar penyelenggaraan pemgrintahan negara dan tata kehidupan
rakvyai. Kepentingan rakyat yang menjadi titik perhatian pemerintah. Kepentingan
rakyat sendiri hanya dapat diperhatikan d¢ngan sebaik-baiknya apabila rakyat
negara mempunyai wakil-wakil yang dudbk dalam pemerintahan dan badan
perwakilan rakyat. Oleh karena itu badan perwakila;] dan pemernintah negara
mencerminkan kehendak dan memperhatikan suara hati nurani rakyat yang
diwujudkan dalam suatu pemilihan umum (Kansil,1986:23).

Pengertian pemilihan umum dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1999

tentang Pemilihan Umum terdapat dalam Frasal 1, suatu pelaksanan kedaulatan
rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945 yang menganut asas demokrasi transparan, jurdil, dan luber yang

dilaksanakan lima tahun sekali untuk menjilih anggota DPR, DPRD Tingkat 1,

DPRD Tingkat II, yang selanjutnya untuk mengisi keanggotaan MPR
dilaksanakan dengan menggunakan sistem proporsional berdasarkan stelsel daftar.
Dalam UUD 1945 Amandemen IV Tahup 2002 Pasal 7 E pemilihan umum
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap hma
tahun sekali diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam pasal 28 (1)
Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah disebut Dewan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Rakyat Daerah. Istilah Dewan Perwakila

Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
Kabupaten atau Kota.

Dalam menentukan jumlah anggota MPR, UUD 1945 menetapkan seluruh
anggota DPR yang terpilih dalam pemilihan umum ditambah utusan golongan dan
utusan daerah. Dengan demikian UUD 1945 menganut “mandat representatif”,
bahwa setiap golongan harus terwakili. Rumusan ini mencerminkan basis so0sio
politik sitem perwakilan. Dalam penjelasan UUD 1945 karya Soepomo, basis itu
juga bermakna ekonomis (koperasi, serikat pekerja) (dalam Widjojanto,
2002:126). Basis representasi tersebut lebih inklusif bila dibandingkan dengan

model representasi politik melalui partai dari anggota DPR dikombinasi dengan
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representasi teritorial (dacrah-daerah) sebagaimana dimaksud dalam Amandemen

[V UUD 1945 tahun 2002 Pasal 2 ayat (1) bahwa Majelis Permusyawaratan

Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewar Perwakilan Rakyat ditambah anggota

Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih malalui pemilihan umum dan diatur lebih

lanjut dengan Undang-Undang. Kedua model representasi tersebut tetap mengacu

pada {erpenuhinya m;mdat representasi (Kansil, 1986: 10-11). Hal i berarti
masalah pemilihan umum adalah masalah repersentatif kelompok kesatuan hidup
dalam masvarakat atau disebut pula sistem jpemilihan organis.

b. Sistem Pemilihan Umum

Sistem Pemilihan Umum pada prinsipnya Menurut Soetjipto (dalam

Suryakusuma, 2001:244-246) dapat dikelompokkan menjadi tiga dengan fariasi-

fariasi pelaksanaan sesuai dengan keadaan|suatu negara.

1) Sistem Repersentation Proporsional
Dalam sistem ini pemilih memberikan suaranya untuk partai politik . Partai
politik menentukan sendiri daftar calon legislatif di setiap unit pemilihan.
Daftar calon terdiri dari daftar caldn terkunci yaitu para pemilih hanya
memilih partai politik , sedangkan calon legislatif ditetapkan oleh partai
politik yang bersangkutan. Daftar calon terbuka adalah pemilih benar-benar
" memilih calon legislatif dari daftar nama yang diajukan partai politik. Sistem
ini mengalami pengembangan. |
a) List Proporsional Repersentation (Repersentasi Proporsional Daftar

Partai). Dalam sistem ini pemilih jmemilih partai politik dalam pemilihan
umum . Perolehan kursi akan ditentukan pada proporsi suara yang mereka
peroleh di tingkat nasional atau sub- nasional yang dijadikan distrik.

b) Single Transferable Vote (STV)| Dalam sistem ini pemilih menomori
kandidat sesuai dengan urutan preferensi yang mereka sukai. Sedangkan
kandidat yang menang harus memenuhi kuota tertentu.

¢) Mixed-Member Proporsional (MMP). Dalam sistem ini pemilih
memberikan dua suara untuk: kandidat yang dipilih berdasarkan sistem

mayoritas pluralitas distrik, dan|untuk memilih partai. Perolehan suara
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didasarkan pada perhitungan mayoritas pluralitas dan daftar repersentasi

proporsional.

2} Sistem Mavoritas Pluralitas (Sistem Distrik)

3)

Dalam sistem ini pemilih dapat langsung|memilih kandidatnya untuk menjadi

wakil rakyat di unit pemilihan distrik, yang hanya dapat dimenangkan oleh

satu kandidat vang menang.

a)

Single Member Distric dengan First Past The Post (FPTP). Dalam sistem

ini kandidat yang memperoleh suara terbanyak. apapun persentasinya

otomatis menjadi wakil terpilih dari

unit pemilihan distriknya.

b) Block Vote (BV). Dalam sistem ini| kandidat-kandidat dari suatu partai

tertentu yang meraih suara terbanyak|otomatis akan menjadi wakil terpilih

dari unit pemilihan distriknya.

¢) Alternate vote (AV). Dalam sistem ini pemilih menomori kandidat

berdasarkan preferensi yang mereka|sukai. Kandidat yang memenangkan

unit distrik, akan terpilih kalau dapat menunjukkan suara mayoritas

absolut dapat menerimanya.

Pemilihan Ronde (TRS). Sistem inj

menunjukan tingkat penerimaan

mirip AV. Calon pemenang harus

i atas separuh suara. Kalau pada

pemilihan ronde pertama tidak ada calon yang menunjukan dukungan

demikian, maka kedua calon yang| suaranya paling banyak ikut dalam

pemilihan ronde kedua. Dengan

menunjukan mayoritas absolut.

emikian pemenang secara otomatis

Semi proporsional. Sistem ini berusaha mengkombinasikan keunggulan

sistem PR dengan mayoritas/ pluralitas
dua tipe.

yang kemudian berkembang menjadi

a) Single Non Transferable Vote (SNTV).Dalam sistem ini pemilih hanya

b)

memilih satu kali tetapi terdapat lell.':In banyak kursi di distrik yang dapat di

isi. Kandidat yang memperoleh s
menjadi wakil terpilih di unit distrik

ra terbanyak yang akan menang dan

tersebut.

Paralel System. Sistem paralel digunakan kombinasi antara sistem daftar

repersentatif proporsional dengan

sistem mayoritas/pluralitas. Artinya,
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scbagian anggota parlemen akan d

pilih berdasarkan sistem PR dan

sisanya dengan sistem mayoritas/ plurglitas.

2.3.3 Sistem Kuota Sebagai Aksi Afirmati

Konsep aksi afirmatif (affirmative
Suryakusuma, 2001 :220-233) yaitu tindakan

subtantif perlakuan diskriminatif yang berb

]

action) menurut  Soetjipto (dalam

proaktif untuk menghapuskan secara

asiskan ras atau jender. Konsep ini

juga merujuk pada tindakan positif vang dilakukan untuk mengobati dampak dari

perlakuan diskriminatif terhadap kelompo
dimasa lalu. Aksi afirmatif secara jelas m
institusi itu seperti ras dan jender. Kuota send

sistem yang pada intinya menetapkan suatu

k tersebut yang telah berlangsung

erujuk karakteristik yang ada dalam

iri didefinisikan secara umum adalah

persentase perwakilan minimum bagi

laki-laki dan perempuan, yang bertujuan menjamin tercapainya keseimbangan

keberadaan laki-laki dan perempuan di

bidang politik dan pada posisi

pengambilan keputusan. Alasan mendasar penerapan sistem kuota ini adalah hal

tersebut mengatasi masalah ketidaksetaraan

kultur dari masyarakat.

2.3.4 Hak-hak Perempuan
. Hak Asasi Perempuan dipandang seba

yang disebabkan oleh hukum dan

gai sesuatu yang sekunder. Tidak ada

referensi khusus yang dapat digunakan sebagai acuan bagi hak-hak perempuan.

Katjasungkana (1997), dalam seminar

kovenan hak sipil dan politik maupun kove

mengatakan, baik dalam deklarasi,

nan hak ekonomi, sosial dan budaya.

Semua instrumen tersebut secara implisit memasukkan perempuan dalam konteks

persamaan (equality).

Menurut Butegwa (dalam Katjasungkana,1997) disebut sebagai pendekatan

Unisex (Unisex appoach).

“each state party to the present Cove

to all individuals within its territory

nant undertake torespect and to assure
and subject to its juridiction the rights

recognized in the present covenant, without distinction of any kind, such as

”

SeX...
Konsep unisex hak asasi manusia ini

perempuan mempunyai aspirasi yang

mengasumsikan bahwa laki-laki dan
sama tentang hak-hak kebebasan

fundamentalnya dan tidak ada sesuatu yang unik di antara keduanya. Meskipun
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demikian jelas tidak ada seorangpun yahg dapat membantah bahwa antara
keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Kerentanan yang
disebabkan oleh perbedaan biologis itu mungkin juga perbedaan berasal dari
proses sosialisasi dan konsekuensi dari pefanan serta kerentanan yang berkaitan
dengan peran tersebut. Dari prespektif ini maka kaum perempuan mempunyal
legitimasi untuk memperoleh perlindungan atas hak asasi universal karena dia

adalah perempuan.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

11. PEMBA

HASAN

3.1 Sistem Pemilihan Umum merupakan Kesempatan untuk Menyalurkan

Artikulasi Kepentingan Kaum Perern

Setelah jatuhnya rezim otoriter S

perempuan belum menemukan posisinya

politik formal (Alfian, 2002:32). Proses d

npuan

oeharto menuju demokrasi, gerakan
secara strategis di dalam dunia sosial

emokrasi sekarang 1m adalah transisi.

Mengenai transisi dari pemerintahan otori[’cr ke pemerintahan demokratis, peran

partai dalam pemilihan umum dianggap ku

Perkembangan partai adalah bagian

yang berarti arena bagi masyarakat secarg
dan -aparat negara, Dalam masyarakat |
konsolidasi demokrasi. Konsolidasi me
membangun sistem kompetisi baru untuk

(dalam Suryakusuma, 2001:118). Kare

kepentingan strategisnya melalui konsolid

Secara normatif kesempatan untuk j

tetapi budaya patriarki yang masth kuat p

perempuan merebut kesempatan itu, Mar’
dzfpat kita lihat dalam semangat UUD 194
Maupun Undang-Undang No. 39 Tah
menganut konsep equal oportunity yaitu
bagi semua orang. Menurut Widjojan

perwakilan MPR bersifat korporatis (¢

cl.

dari perkembangan masyarakat pohtik,
khusus mengatur dirinya untuk publik
volitik, transisi dapat diubah menjadi
mbutuhkan partai-partai politik guna
abatan politis menurut Linz dan Stepan
na itu perempuan harus membangun
asi demokrasi.

perempuan dan laki-laki memang sama,
ada masyarakat Indonesia menghambat
iyah (dalam Kompas, 2002: 29). Hal ini
5 sebelum dan sesudah Amandemen [V.
un 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
kesempatan dan kedudukan yang sama
o (2002:127-128) dalam UUD 1945

corporatism) serta mempunyai makna

inklusif dan partisipatoris. Menurut Cohen dan Arato (dalam Cula,1999:57)

demokrasi partisipatoris merujuk pada pemikiran bahwa lembaga-lembaga politik

merupakan repersentasi dari opini dan kehendak warga, karena itu dalam

pengelolaannya meskipun dilaksanakan o

leh elit, namun yang menentukan adalah

warga negara melalui partisipasi politik termasuk lewat pemilu.

Namun seperti yang dapat dilihat jumlah dari tahun ke tahun perwakilan

perempuan berada di bawah proporsi

Perwakilan rakyat maupun pemerintahan

23

ROV

(Under Repersented) dalam Lembaga

-
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Perempuan mempunyai kecenderungan

s

berdasarkan opini hasil poling Tabel

sejumilah hambatan kultural yang mengha

pengakuan sebagian besar responden keman

politik sebenarnya terbatas dapat dimasukk

internal. Dalam bahasa yang berbeda, pe

jawaban responden lainnya yang mengangg:

laki-laki, merupakan kendala yang bersifat
memiliki persentase yang tinggi. Meskipu
kepercayaan diri yang tinggi untuk memas
kecil saja yang menjawab perempuan Kul
politik.

Dalam Tabel

~

3 (Republika,1996:1
perempuan anggota lainnya menganggap b:
kepentingan kaumnya menemukan berbagai
mereka tidak memiliki kendala yang berat
dewan untuk memperjuangkan kepentin
sebagian perempuan anggota lainnya masih
memperjuangkan kepentingan perempuan 1

demikian ada suatu kesalahan sistem yang

gan kaum perempuan.

tidak dipilih. Bila kita melihat fakta
(Republika,1996:19), akan terlihat
dang politisasi perempuan. Bahwa
npuan untuk dapat menekuni bidang
an pada jenis kendala yang bersifat
pgakuan itu juga terungkap dalam
ap bahwa dunia politik adalah dunia
eksternal dan keduanya sama-sama
h demikian, mereka tetap memiliki
uki dunia politik. Terbukti sebagian
rang percaya diri menekuni bidang
9), terdapat

pengakuan sebagian

ahwa kiprah dalam memperjuangkan

kendala. Terbukti pernyataan bahwa

ti dalam berkiprah sebagai anggota

Sedangkan

menganggap bahwa kiprahnya dalam

nenemui berbagai hambatan. Dengan

dipengaruhi oleh kultur masyarakat,

jika dilihat bagaimana komposisi perwakilan perempuan di banding dengan

komposisi jumlah penduduk perempuan.

Rendahnya perwakilan perempuan
menyebabkan keputusan yang diambil ole
jender (Kompas, 2002:29). Selain itu ada y
perempuan di Lembaga Legislatif benar-bg
terhadap perempuan (Kompas, 2002:30).

Kompas, 2002:29) menyebutkan sekitar

terhadap jender, tiga di antaranya adalah
Umum, Partai Politik, dan tentang Susunan

di
h lembaga politik itu tidak sensitif

lembaga polittkk formal itu

ang berpandangan bahwa keberadaan

Lnar bisa menghilangkan diskriminasi

Menurut Miranty Abidin  (dalam
30 Undang-undang yang tidak peka
) Undang-Undang tentang Pemilihan

dan Kedudukan anggota legislatif.
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b2
L

Dengan demikian jelaslah artikulasi Kepentingan perempuan belum mampu
mempengaruhi kebijakan pemerintah selama demokrasi masih di praktekkan
secara prasangka (bias) jender. Persentase [jumlah perwakilan perempuan dalam
lembaga pengambilan keputusan masih sangat minimal. Dalam tahap ini dapat
dilihat demokratis tidaknya sistem politik Indonesia termasuk menyangkut dengan
kepenﬁtingan jender. f(arena negara modefen tidak dapat melaksanakan proses
pengambilan keputusan secara langsung, perempuan membutuhkan perwakilan

untuk mengagregasikan kepentingan melalui Partai Politik dan kelompok

kepentingan sebagai tuntutan dan isu politik. Sistem Pemilu menentukan proses
perwakilan dalam pemeritah. Sistem Pemiju ini menjadi kebutuhan utama untuk
membangun demokrasi yang berkeadilan jgnder. Karena demokrasi tidak otomatis
peka terhadap jender.
3.1.1 Sistem Pemilihan Umum Sebelum Tahun 1999 bagi Artikulasi
Kepentingan Kaum Perempuan

Salah satu bentuk dari keberhasilan pemerintah Orde Baru adalah
terselenggaranya Pemilu secara teratur mulai Tahun 1971 hingga 1992. Dari
Pemilu Tahun 1971 sampai dengan Pemily Tahun 1992 dalam rangkaian itu juga
telah dilakukan sejumlah perbaikan baik dalam hal perundangan maupun dalam
hal pelaksanaannya.

Pelaksanaan pemilihan umum oleh pemerintah Orde Baru yang di gunakan
untuk mencapai tujuan stabilitas politik | merupakan tujuan instrumental serta
menjamin status quo. Hal ini berbeda|dari tujuan pemilihan umum untuk
menjamin kedaulatan rakyat yang merupakan tujuan prinsipil, bahkan distortif

dari fungsi Pemilu yang sebenamnya (Tim Peneliti Sistem Pemilu, 1998: 8).

Karena pencapaian tujuan instrumental ti dibatasi bahkan tetap berlangsung

ketika keadaan politik sudah terlepas dari masa genting, maka distorsi atau

tiadanya konsistensi dari pelaksanaan pemilihan umum itu semakin besar pula.

Perubahan yang terjadi dalam perundang-undangan sistem Pemilu terhadap
Undang-Undang No. 15 Tahun 1969 disempurnakan oleh Undang-Undang No. 4
Tahun 1975, di sempurnakan lagi oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 1980 dan
terakhir di sempurnakan Undang-Undang No.l Tahun 1985. Dalam Undang-
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Undang

No. 1 Tahun 1985 yang merupa

26

kan hasil tiga kali perubahan serta

perbaikan atas Undang-Undang No.15 Tahun 1969 tidak secara jelas ada pasal

vang menyebutkan pemilihan umum dilaksa
dipakai. Pasal 5 ditentukan daerah pem
berapapun jumlah penduduknya suatu wi
memiliki wakil di lembaga perwakilan raky

dalam Pasal 5 Avyat (1) dan penetapan bagi

nakan dengan asas proporsional yang
ilihan pada basis wilayah, artinya

avah/ daerah pemilihan pasti akan

at. Daerah pemilihan im dapat dilihat

calon yang dinvatakan terpilih untuk

keanggotaan DPR, DPRD I, DPRD II terikat pada nomor urut dalam daftar calon

yang sudah disahkan, Pasal 23 Ayat (1). ¢

vang diwakili, disamping itu calon boleh

alon tidak harus berasal dari daerah

lebih dari satu dalam tiap daerah

pemilihan. Ciri-ciri tersebut yang menunjukan Sistem Proporsional yang dipakai.

Dalam pelaksanaanya terjadi banyak
sistem proporsional itu sendiri, yaitu siste
menurut imperatif politik Orde Baru (Tim
Berdasarkan hasil penelitian Tim Peneliti S
tahun 1985 menghasilkan dominasi dan infe

kuat dari pemerintah baik dalam struktur m3

penyimpangan terhadap prinsip dasar

m proporsional yang sudah di ubah

Peneliti Sistem Pemilu, 1998: 11).

istem Pemilu, Undang-Undang No. 1

rvensi (campur tangan ) yang terlalu

upun proses pemilihan umum.

Secara struktural organisasi / panitia pelaksana dalam Pasal 8 ayat (3)

Undang-Undang No. 1 tahun 1985 dikatakan bahwa pelaksana pemilihan umum

adalah presiden dengan menunjuk menteg

dibantu oleh beberapa menteri dan pangli

ri dalam negeri sebagai ketua LPU

ma ABRI. Menteri dalam negeri dan

seluruh jajaran di bawahnya (sampai tingkat lurah) juga menjadi Ketua Panitia

Pemilihan Umum. Panitia pemilihan umum
olehpemerintah pada proses pencalonan m
pemerintah terhadap calon. Dapat dilihat
Pasal 19 Ayat (5) Undang-undang No. 1

yang tidak otonom karena didominasi
enyebabkan intervensi yang kuat dari
dalam struktur kerganisasian Pemilu

tahun 1985 tentang pencalonan diatur

dalam peraturan pemerintah. Yang meneliti calon adalah Panitia Peneliti yang
dibentuk oleh Gubernur Kepala daerah TK I, Bupati/ Walikota Madya yang

kemudian disusun dan ditentukan dalam daftar sementara oleh Panitia Pemilihan

(Kansil, 1987:46-47).
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Dengan demikian proses seleksi oleh
juga memegang peranan yang besar terhag
sesuai. Selain itu Undang-Undang tentang §
DPRD mengatur anggota tambahan MPR

dengan anggota DPR. Padahal anggota tamb;
g g8 eg

panitia pelaksana pemilihan umum
lap penentuan calon yang dianggap
susunan dan Kedudukan MPR/ DPR/
vang jumlahnya sama banyaknya

nhan ini diangkat juga oleh presiden.

Menurut Katjasungkana (1997), dengan sistem pemilihan umum dan

Susunan dan Kedudukan MPR/ DPR sepg
presidennya akan terpilih terus menerus. Pg
kandidat MPR/ DPR semakin melengkapi ke
hukum yang tidak berlandaskan kedaulatan

hadiah 75 kursi DPR, istri dan anak-anakny

anggota DPR lewat jalur organisasi-organisa

Sesuai dengan pendapat Myra Diar
menganalogikan peran perempuan dalam
bahwa peran politik Perempuan Anggota [

dari keadaan tradisional yang selama imi

rti itu logis jika sebuah rezim dan
ran ABRI sebagai panitia litsus para
kuasaan otoritas yang dihasilkan oleh
rakyat itu. Untuk itu ABRI mendapat
a atan keluarganya vang lain menjadi
si bentukan dan dukungan rezim.

51 (dalam Susiana, 2000: 61) yang
lembaga Legislatif dalam tiga jenis,
)ewan yang merupakan perpanjangan

dipertahankan. Pertama, masuknya

perempuan dalam kancah politik karena ada

politik perempuan anggota dewan pada ba
dalam lembaga Legislatif hanya sebagai pr
ada. Kedua jenis peran inilah yang dimi
selama Orde Baru. Sedangkan jenis ketiga,
perempuan anggota dewan yang lebih nya
pendidikan politik yang kental. Tingkat ini
pemberdayaan perempuan menjadi lebih op
Sedangkan masalah kepartaian yang ¢
adalah seharusnya partai kecil diuntungks
yang terjadi justru sebaliknya, partai besa
Pemilu,1998:14).
Jumlah partai yang ikut dalam pe;

nya relasi kekerabatan. Kedua, peran
s-batas moral force saja. Perempuan
blem solving dari permasalahan yang
iki oleh perempuan anggota dewan
adalah tingkatan ideal, peran politik
karena di dukung oleh latar belakang

h yang sebenarnya harus di cari agar

timal.
diakibatkan oleh pemilihan Orde Baru
in akan tetapi dengan penyimpangan

rlah yang diuntungkan (Tim Peneliti

milihan umum Tahun 1977 dan 10

menjadi hanya 3 partai juga tidak sesuai dengan prinsip proporsional murni (Tim
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Peneliti Pemilu,1998:16). Namun jika dikai

duduk dalam lembaga DPR hasil Pemilu

peningkatan selama pemerintahan Orde B

organisasi partai politik yang ikut dalam

tkan dengan jumlah perempuan yang
mulai Tahun 1977 terlihat adanya
aru. Dengan demikian diringkasnya

Pemilu dalam jumlah yang minimal

merupakan salah satu faktor penunjang
perempuan karena koalisi perempuan lebih

Dengan bentuk-bentuk pelaksanaan
Orde Baru jika dilihat pada Tabel 1 (Sus
wakil perempuan dalam lembaga legislatif p
(8.33%), Tahun 1982 (10%), Tahun 1987 {
belum cukup repersendatif dengan jumlah |
Tahun 1992 tercatat sebesar 55 juta atau 5
Namun begitu tidak dapat dipungkiri ad
meningkatnya persentasi perempuan dala
umum paling tinggi selama Tahun 1971-19
diperlukan representatif sebesar 30 % perg
diperlukan kurang lebih 75 tahun lagi U

perempuan.

1

tuk meningkatkan repersentasi dari
rpusat.

pemilihan umum yang dilaksanakan

siana,2000:51-53) bahwa repersentasi

ada Tahun 1971 (8,61%), Tahun 1977
11,8%), Tahun 1992 (12%) masihlah

bemilih perempuan yang sampai pada
1 % lebih banyak dibanding laki-laki.
anya usaha atau kenyataan semakin
m lembaga legislatif hasil pemilihan
H2 paling tinggi sebesar 2%, maka jika
'mpuan dalam lembaga legislatif akan

intuk mensukseskan kampanye calon

" Pelaksanaan sistem Pemilu yang tid

mandiri dan terlalu dipengaruhi oleh

pemerintah ternyata belum mampu mempberikan perhatian supaya perwakilan

perempuan lebih representatif. Peremp

legislatif diprioritaskan untuk mendu
(Katjasungkana,1997).

Dengan demikian selama peme

intahan Orde

yang duduk sebagai calon anggota

g rezim pemerintahan Orde Baru

Baru tidak mampu

mewujudkan pembangunan yang bersifat partisipatoris sebagaimana yang

dimaksud dengan demokrasi dalam
didasarkan pada setiap orang berhak un

1945, bahwa pembangunan harus

menentukan bagi dirinya sendiri cara

bagaimana dia hendak hidup (Britha, 2000:67). Hal ini dapat dilihat dengan tidak
terangkatnya isu-isu hak-hak asasi perempuan sebagaimana telah diratifikasi oleh
negara dalam bentuk Undang-Undang No. 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi
Konvensi Mengenai Hak Politik Wanita, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984
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tentang Ratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi
Terhadap Wanita.

Dengan demikian mekanisme pelaksanaan pemilihan umum yang lebih
dikendalikan oleh pemerintahan serta terdapatnya intensitas pemerintah dalam
penentuan calon dan daftar calon menyebab kan tidak terlaksananya fungsi partai
sebagai sarana rekruitmen. Sehingga masuknya calon ]-)erempuan dala;n sistem
Pemilu hanya bergantung pada kebijakan yang diambil oleh panitia Pemilu yang
anggotanya didominasi pemerintah dan paitai besar pendukung Rezim melalui
organisasi bentukan (Katjasungkana,1997).
3.1.2 Sistem Pemilihan Umum Tahun [1999 bagi Artikulai Kepentingan

Perempuan

Sistem Pemilihan Umum yang digunakan pada Pemilu Tahun 1999 adalah
proporsional dengan stelsel daftar seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (7)
No.3 Tahun 1999.

Suryakusuma,200:87) secara aspiratif yan

Undang-Undang Johnson

Menurut (dalam
diinginkan pada saat pembahasan
sistem Pemilu tahun 1999 adalah campuran antara sistem proporsional dengan
sistem distrik. Campuran itu adalah sistem yang didasarkan pada proporsional di
tingkat Propinsi, namun peraih kursi adalah calon dari partai pemenang yang

meraih suara “terbanyak / terbesar” di distrik (Kabupaten / Kota) pencalonannya

di dalam Propinsi tersebut. Hal ini adalah upaya dari penggabungan sistem yang
berbasiskan wilayah dan penduduk. Jika melihat sistem proporsional yang
diterapkan pada Pasal 4 Ayat (1) bahwa, )

daerah pemilihan di tetapkan berdasarkan pada jumalah penduduk di Daerah

lah kursi anggota DPR untuk setiap

Tingkat I dengan ketentuan setiap daerah tingkat 11 mendapat sekurang-kurangnya

1 kursi. Dalam pelaksanaanya jumlah kur
propinsi di tentukan oleh persentase (F

si yang diraih setiap partai di setiap

ropinsi) suara yang diterima partai

bersangkutan di propinsi tersebut. Namun dalam penafsiran untuk ayat (1) adalah

setelah menentukan berapa kursi yang diraih oleh masing-masing partai tiap

propinsi, sistem Indonesia juga menci

ta-citakan untuk menganut falsafah

kepemiluan yang mengambil nuansa distrik bahwa tiap-tiap Daerah Tingkat 1l
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atau Kabupaten / Kota mendapat satu kursi. Ketentuan tersebut dipertentangkan
dengan Pasal 68 Ayat (3)

Penentuan calon terpilih anggota PR dari masing-masing Partai Polhitik
peserta Pemilu oleh Panitia Pemilihan indonesia berdasarkan pengajuan
pimpinan Partai Politik tingkat pusat dengan mengacu kepada suara
terbanyak / terbesar yang di peroleh Partai Politik tersebut di Dacrah
Tingkat IL. ’
Ketidakjelasan ini cukup mendasar namun dalam penjelasan Undang-Undang

ayat ini dianggap cukup jelas. Istilah “terbanyak™ artinya calon vang mempunyai
suara paling besar, sedangkan “terbesar] ini berarti calon yang persentase
suaranya paling tinggi.

Menurut Johnson (dalam Suryakusuma, 2001:95-97) indikasi dan
pemakaian salah satu dari kemungkinan tersebut adalah jika menggunakan sistem
suara terbanyak satu faktor yang menonjol yaitu makin besar pendudux wilayah
makin besar kemungkinan wilayah tersgbut akan menjadi tuan rumah bagi
anggota DPR. Dengan demikian sistem| ini memberikan diskriminasi berat

terhadap daerah yang berpenduduk kecil [dan semacam subsidi kepada daerah

yang berpenduduk besar, yang sekaligus merupakan pengingkaran terhadap Pasal
4 Ayat (1). Sebaliknya penggunaan sistem suara tertinggi karena dasar
perbandingan adalah persentase, bukan angka kasar (yang sangat dipengaruhi oleh
jumlah penduduk, bukan tingkat dukungan tidak ada diskriminasi terhadap distrik
kecil. Yang memungkinkan tidak terwakilinya distrik jika tidak ada partai yang
tingkat dukungannya menonjol.

Disamping itu tidak ada satu | ketentuanpun bahwa partai harus

menggunakan sistem yang sama di sel

Indonesia. Dari sanalah akhirnya
sistem Pemilu Indonesia tidak jelas bentuknya karena kesepakatan sistem
proporsional dengan stelsel daftar seperti yang ditetapkan akhirnya dalam
pengaturan dan interpretasinya lebih lanjut dilimpahkan kepada KPU dan Partai
politik. Wewenang yang luar biasa ini berlaku juga untuk Pasal 69 Ayat (2) bahwa
penentuan calon terpilih atas kursi sisa tersebut merupakan wewenang pimpinan
pusat partai politik peserta Pemilihan
penjelasan UU sudah “cukup jelas”. Dal

Umum yang bersangkutan. Menurut
pelaksanaan, kursi yang dimenangkan

sebagai kursi dari sisa suara, pimpinan partai politik diberi wewenang untuk
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menentukan calon mana yang akan diberikar

pemilihan seperti tersebut di atas, bagai

» kursi sisa ini. Sistem penetapan hasil

manapun juga dapat menyebabkan

pertimbangan subyektif dari tubuh partai Khususnya pimpinan partai yang

berdasarkan kultur sosial  ataupun pribadi dapat mendasari pengambilan
keputusan dalam menetapkan calon yang rpilih, termasuk pertimbangan yang

didasarkan pada jender memberikan peluang untuk tersingkirnya calon perempuan
yang mempunyai peluang untuk terpilih.

Jika dilihat Tabel 1 (Susiana,2000:51-53), persentase perwakilan perempuan

dalam lembaga legislatif yang dihasilakan dari Pemilu Tahun 1999 sebesar 8,61%

ini adalah penurunan dari tingkat persgntase hasil pemilihan umum tahun

sebelumnya , bahkan cenderung kembali pada hasil pemilihan umum sebelum
Orde Baru Tahun 1971. Ada faktor kesamaan dari sistem Pemilu Tahun 1999
dengan Tahun 1971

yang memungkinkan jumlah persentase keterwakilan

perempuan rendah dibandingkan pada ma Orde Baru., yaitu dipakainya sistem
multi partai. Banyaknya partai politik yang ikut dalam Pemilu memungkinkan
terpecah-pecahnya kekuatan koalisi perempuan untuk menempatkan calon pada
tiap-tiap partai. Sedangkan partai-partai kecil cenderung untuk mencalonkan calon
laki-laki karena perolehan suara yang sedikit. Hasil yang jauh dari repersentasi
perempuan hasil Pemilu Tahun 1999 juga menyebabkan tidak ada kesempatan
pendukung bagi perempuan untuk menyuarakan kepentingan perempuan dalam
kebijakan sehingga lembaga legislatif | tidak berhasil mengangkat isu-1su
perempuan sebagai tuntutan eksternal dalam program kebijakan yang dihasilkan.
Hal ini dikarenakan tidak adanya dukungan dari dalam sistem itu sendiri untuk
mengangkat tuntutan perempuan menjadi isu yang disebabkan oleh permasalahan
tidak repersentatif perwakilan perempuan dalam sistem lembaga Legislatif itu
sendiri.
3.2 Penambahan Jumlah Perempuan dsham Lembaga Perwakilan Rakyat

melalui Sistem Kuota

Konsep equal oportunity dalam| semua sistem pemilu yang sudah

berlangsung tidak dapat menjamin repersentatif terhadap jumlah penduduk

perempuan dengan perwakilan perempuan yang duduk di Lembaga Perwakilan
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equal oportunity yang mengabaikan karakteri
suatu institusi. Sesuai dengan semangat y

Undang No. 7 tahun 1984 tentang Ratifikas

Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Wani

pembuat peraturan-peraturan khusus sementa

mempercepat persamaan defacto antara laki

diskriminasi dan sama sekali tidak harus m

norma-norma yang tidak sama atau terpisa

tujuan persaman kesempatan dan perlakuan tg

Peningkatan perwakilan perempuan di
afirmatif karena halangan untuk kesetaraan

formal sangatlah nyata sebagaimana telah

konvensi wanita sendiri mengakui adanya pe
perempuan. Disamping itu adanya perbedaan

berbasis jender mengakibatkan kerugian pad

yang dilemahkan.

fad

[ ]

stik dari kelompok vang ada dalam
ang dimaksudkan dalam Undang-
i Konvensi Mengenai Penghapusan
ta, pada Pasal 4 menegaskan bahwa
ra oleh negara yang ditujukan untuk
{laki dan perempuan tidak dianggap
embawa konsekwensi pemeliharaan
h, dan peraturan ini dihentikan jika
lah tercapai.

Indonesia harus dicapai melalui aksi
perempuan di dalam lembaga politik
diulas sebelumnya. Selain itu juga
rbedaan biologis antara laki-laki dan
perlakuan terhadap perempuan yang

la perempuan dan posisi perempuan

Seperti yang telah diuraikan dalam lar:Ezsan teori aksi afirmatif tidak selalu
b

berkaitan dengan kuota. Aksi afirmatif
(kesémpatan), dan mementingkan kualifika
pemberian kesempatan bagi kelompok ter
diartikan sebagai pemaksaan jumlah atau

ih menekankan pada opportunity
si sebagai dasar pertimbangan bagi
tentu. Sedangkan kuota sering kali

persentase tertentu, dalam hal im

perempuan. Berbeda dengan sistem ku
menetapkan persentase tetapi mempuany.
dampak positif kepada suatu institusi
mengeleminasi berbagai bentuk rasisme d
supayainstitusi tersebut mampu mencegah
kesukuan. Aksi afirmatif bersifat semen

kesetaraan telah tercapai dan kelom

1

terintegrasi , aksi afirmatif tidak diperlukan
Dengan kata lain Soetjipto (dalam Sul
dalam aksi afirmatif adalah sebagai kebijak

ta aksi afirmatif tidak sekedar
i dua sasaran. Pertama, memberi
upaya dapat memahami sekaligus
n seksisme di tempat kerja. Kedua,
rjadinya prasangka (bias) jender dan
a, ketika sasaran untuk mencapai
-kelompok yang dilindungi telah
agi. (Suryakusuma, 2001: 230)

ryakusuma,2001:331) menyebut kuota
an yang dalam waktu singkat berguna
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untuk membuka pintu bagi lebih banyak pg
politik, sebagi anggota Lembaga Perwak
Sedangkan aksi afirmatif secara bertahap al
berada di institusi pengambilan keputy
mempunyai kualifikasi untuk jabatan tersel
mampu mempengaruhi proses pengambilar
sebagai peningkatan data statistik.

Menurut Mar’ivah, (dalam Kompas
perempuan tidak pernah dilibatkan dalam
bukan karena belas kasihan, tetapi hak.
memiliki permulaan yang sudah tertin

konstruksi budaya, adat, dan interpretas

Khofifah (dalam Kompas, 2002:29) siste;

dilakukan dengan dua langkah, pertama
kedua dengan prakarsa dari partai politi
efektif adalah dengan memberikan legi
Pemilu.

3.3 Sistem Kuota dalam Sistem Hukum

D

. 2002:29) kuota

)
s

rempuan untuk berpartisipasi di arena

lan Rakyat maupun Partai Politik.

kan menjamin bahwa perempuan yang

san adalah memang mereka yang
ut, sehingga secara efektif perempuan

keputusan politik bukan semata-mata

diperlukan karena

pembuatan aturan permainan. Jadi itu

Kuota diperlukan karena perempuan

oeal divandingkan laki-laki akibat
i ajaran agama. Sedangkan menurut
m kuota sebagai aksi afirmatif bisa
melalui sistem legislasi nasional dan

k. Dengan demikian tindakan paling

timasi kuota dalam Undang-Undang

Nasional dan Sistem Pemilu

Peranan hukum mempunyai dua fun

si yang utama, sebagai sarana kontrol

sosial (social control)dan sarana perubahan atau alat rekayasa sosial (sosial

engineering). Katjasungkana (1997) mengatakan sebagai sarana perubahan atau

rekayasa sosial maka penataan kembali di bidang hukum tidaklah sekedar

perubahan pada tingkat institusional dan prosedural sebagaimana yang selama ini

dipikirkan banyak pihak terutama penguasa, tapi harus meliputi perubahan

paradigma, fungsi dan perannya dalam masyarakat.

Dengan demikian perubahan Und
Undang Pemilu haruslah ditempatkan

g-Undang Politik terutama Undang-

dalam konteks perubahan politik yang

lebih luas bahwa prinsip-prinsip dasar yakni prinsip keadilan (sosial, ekonomi,

jender) dan kedaulatan dapat ditegakkan.
be

menghendaki pengakuan hak asasi manus

Indonesia telah meratifikasi

berapa konvensi

internasional yang

ja perempuan sebagai hak asasi manusia
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universal serta menjamin pelaksanaannya m

bidang. Bentuk ratifikasi dalam Undang-Un
hukum vang pasti berdasarkan UUD 1945 P
tersebut mempunyai kekuatan hukum yang s
pelaksanaan. Undang-Undang Pemilu sebaf
secharusnya mengadopsi prinsip-prinsip aks
dengan sistem kuota untuk menjamin perw
Perwakilan Rakyat.

Selain itu Indonesia telah 1kut me
Deklarasi Beijing sebagai Konferensi sedun
dalam sasaran stratcgis G.1 menegaskan sup

langkah untuk meningkatkan secara berarti

elalui aksi afirmatif dalam semua
dang adalah mempunyai kekuatan
asal 11. Dengan demikian konvensi
ama dengan hukum nasional dalam
pai salah satu hukum tata negara

i afirmatif dari konvensi tersebut

akilan perempuan dalam Lembaga

nandatangani Landasan Aksi dan

a ke empat tentang Perempuan. Di

aya pemerintah mengambil langkah-

jumlah perempuan supaya tercapai

persamaan jumlah perwakilan kaum perempuan dan laki-laki termasuk yang

berhubungan dengan sistem Pemilu. Sela
menyingkirkan semua hambatan-hambatan
langsung mendiskriminasikan partisipasi pe
langkah untuk menjamin bahwa kaum pere
kepemimpinan partai politik dan atas dasar
(Ahmad, 1997:145-149).

in itu juga supaya partai politik
yang secara langsung maupun tidak
rempuan. Serta mengambil langkah-
mpuan dapat berpartisipasi di dalam

persamaaan dengan kaum laki-laki

Undang-Undang Pemilu merupakan

aktek dari prinsip kedaulatan rakyat,

keabsahan pemerintah dan pergantian pemerintah secara teratur seharusnya
memuat kaidah-kaidah pokok dalam hal pendaftaran pemilih, keabsahan

pencalonan wakil, pemungutan suara, pen

itungna suara, dan penetapan hasil

Pemilu sebagai tolak ukur pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat (Tim Peneliti

Pemilu,1998:10).

UUD 1945 sebelum Amandemen IV Tahun 2002 Pasal 2 Ayat (1), susunan

MPR yang terdiri dari DrR ditambah de
wakil golongan fungsional. Hal ini mengan
pencalonan anggoata DPR oleh partai pol
(anggota terdiri dari utusan daerah dan gol¢

hubungan MPR dengan rakyat dalam

an utusan-utusan daerah dan wakil-

ut sistem pemilihan mekanis (bahwa

itik) dan sistem pemilihan organis

pngan fungsional). Dengan demikian

UUD1945 menganut asas “mandat
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repersentatif” (Kansil, 1986:10-11). Dalam sistem pemilihan organis individu

yang hidup dalam berbagai persekutuan hidup tidak didasarkan pada persckutuan
hidup biologis sehingga karakteristik yang berbeda antara perempuan dan laki-laki
tidak benar-benar terwakili dalam sistem|pemilihan tersebut. Sedangkan dalam
Undang-Undang No.4 Tahun 2000 pendekatan terhadap institusi tertentu untuk
dapat memenuhi mandat representatif dianggap tidak diskrimina}si terhadap
institusi lainnya. Oleh karena itu dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2000 pada
Pasal 42 menyatakan anggota ABRI tidak menggunakan hak untuk dipilih, dan
dalam Susduk MPR/DPR ABRI mendapat jatah kursi untuk menjamin
perwakilan. Sedangkan Amandemen 1V D 1945 Tahun 2002 Pasal 2 Ayat (1)
menyatakan MPR terdini atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota
Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui Pemilu dan diatur dengan
Undang-Undang tidak merubah mandat repersentatif. Yang berubah adalah sosio
polical base of repesrentation, repersentase politik melalui partai di DPR dan
repersentasi teritorial atau daerah-daerah (Widjojanto, 2002:128).

Dengan demikian pendekatan yang sama seharusnya juga digunakan untuk
melihat karakteristik yang berbeda antara perempuan dan laki-laki dalam
pemilihan anggota Dewan Perwalikan Rakyat sehingga ketentuan kuota untuk
calon perempuan dapat diterima. Hal ini didasarkan pada metode studi perempuan
bahwa pengalaman yang dialami oleh per¢gmpuan dapat digunakan sebagai metode
pendekatan multi disiplin ilmu. Maka | perlakuan istimewa kuota terhadap
perempuan juga bukan bentuk diskriminasi terhadap laki-laki. Karena tidak
terwakilinya perempuan secara statistik déngan jumlah penduduk perempuan akan
berpengaruh pada tidak tercapainya mandat repersentatif pula.

Sebelum menentukan besar kuota |yang ditentukan haruslah disesuaikan
dengan sistem Pemilu terlebih dulu. Karena keterwakilan perempuan juga di
pegaruhi oleh sistem Pemilu yang dipakai

Soetjipto (dalam Suryakusuma, 200[1:246-247) menyatakan pengaruh sistem
pemilihan pada representasi perempuan mempunyai beberapa alasan. Pengaruh
sistem pemilihan sangat dramatis. Perbedaan dalam repersentase perempuan

memasuki sistem pemilihan tidak sederhana, melainkan substansial. Kenyataan
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bahwa sistem pemilu dapat, dan secara teratur, berubah dibandingkan dengan

perubahan status kultur perempuan dalam masyarakat atau tingkat perkembangan

negara. Perubahan peraturan pemilihan jauh |lebih lunak bila dibandingkan kultur
perempuan dalam masyarakat dan negara. Perubahan sistem Pemilu sering
menyajikan tujuan yang jauh lebih realistis [dari pada secara dramatis mengarah
pada perubahan pandangan-kultur mengenz;i

Untuk meningkatkan repersentase perwakilan perempuan melalui sistem
Pemilu  harus dilihat lebih dulu kemungkinan-kemungkinan darn sistem
repersentasi proporsional dan sistem distrik, mana yang lebih memungkinkan
mudah untuk ditembus bagi calon perempuan.

Sistem repersentasi proporsionai mempunyai konsistentensi tinggi terhadap
“pesaran distrik” ( jumlah kursi per-distrik) |ebih tinggi, mengarah pada “besaran
partai” (jumlah kursi suatu partai yang menang dalam suatu distrik) lebih besar
pula. Hal ini mempengaruhi strategi partai ketika memilih kandidat. Partai harus
mempertimbangkan para pemilih untuk memilih kandidat. mempunyai sejumlah
perhatian dan intensif yang berbeda yang| bergantung pada sistem pemilihan.
Ketika besaran partai muncul, kesempatan suatu partai untuk memenangkan
beberapa kursi dalam distrik juga muncul| Ketika suatu partai berharap untuk
memenangkan beberapa kursi, partai [lebih menyadari dalam mencoba
menyeimbangkan daftar calon mereka. Partai akan membagi tempat kemenangan
dalam daftar partai diantara berbagai kepentingan internal partai.

Ada beberapa alasan untuk proses keseimbangan ini. Pertama, melihat
keseimbangan sebagai suatu cara untuk menarik pemilih. Dengan demikian harus
dicarikan kandidat tunggal yang mempunyai daya tarik kuat bagi pemilih dengan
mempertimbangkan berbagai kandidat yang menarik untuk subsektor pemilih
tertentu. Dengan mengkaitkan antara kelompok yang berbeda dan sektor
masyarakat yang bermacam-macam mungkin membantu menarik pemilih untuk
partainya. Seorang kandidat perempuan dapat dianggap sebagai keuntungan bagi
partainya. Dengan menarik pemilih tanpa memperhatikan kepentingan antar partai
yang berkuasa yang diwakili oleh laki-laki untuk menyingkir. Jika partai gagal

dalam memberikan keseimbangan maka, akan mempunyai pengaruh yang tak



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

dinginkan, vaitu membuat para pemilih

keseimbangan dalam daftar partai sering

fraksi-fraksi yang berbeda dalam partai hg

salah satu wakilnya di antara kandidat-kandi
menang. Oleh karena itu ketika suatu an
didirikaﬁ dan aktif melakukan sejumlah keg
dapat menjadi salah satu dari kelompok atau
dalam daftar posisi yang dapat menang.
daftar. Membagai kursi dengan aman di
merupakan suatu cara memelihara perdama
berkelanjutan berbagai kelompok terhadap p

Sistem distrik / Mayoritas Pluralitas
dapat menang paling tidak satu kursi dald
mempunyai kesempatan untuk menyeimb
keputusan menominasikan dalam distrik
game”.
mengabaikan jumlah suara yang diperoleh
persentase suara “the winer takes all”
berkompetisi secara langsung melawan kat

menolak aspirasi pencalonan laki-laki dari

Apabila telah muncul satu per

berpaling. Alasan kedua, untuk
dilihat sebagai suatu “kesctaraan™,
arus menyatakan secara jujur bahwa
dat itu mempunyai kesempatan untuk
epota perempuan dari partai sudah
jiatan penting dari partai, perempuan
faksi yang menuntut dimasukkannya
Alasan kefiga, untuk keseimbangan
antara berbagai faksi dalam partai

an partai, dan memastikan dukungan

artai itu.

. besaran distrik adalah satu, partai

ym satu distrik. Artinya partai tidak

angkan daftar calon partai. Karena
tunggal-anggota bersifat “zero sum
nenang dalam sistem distrik akan
oleh calon lain tanpa memperhatikan

Maka kandidat perempuan harus

ndidat laki-laki, dan seringkali ketika

distrik yang sama, berbagai kendala

kultur yang bias jender serta keterampila
yang kalah permulaan dengan laki-laki

dan pengalaman politik perempuan
kan menghambat perempuan untuk

masuk daftar calon ketika berkompetisi langsung dengan laki-laki.

Dengan kata lain dapat ditarik kesimpulan dalam sistem Repersentatif

Proporsional daftar partai menyajikan berbagai kesempatan lebih besar untuk

mencalonkan perempuan. Karena partai /dapat memenangkan beberapa kursi

dalam setiap distrik.

Sistem Repersentase Proporsoional sendiri membantu perempuan, karena

proses “penularan” (contagion) lebih mungkin terjadi dalam sistem ini daripada

dalam sistem mayoritas. Penularan ada

menjalankan kebijakan-kebijakan yang di

h suatu proses bahwa partai-partai

prakarsai oleh Partai Politik lainnya.
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Asumsinya dalam sistem Repersentase Pro
lebih rendah bagi partai jika merespon

perempuan. Karena partai mempunyai |

porsional biaya vang diperlukan akan

isu-isu meningkatkan keterwakilan

beberapa tempat yang di dalamnya

ditemukan ruang untuk mencalonkan seorang perempuan.

Dalam sistem distrik , partai hanya 1
menolak tempat untuk kandidat laki-laki

tradisional sudah menerima pencalonanny

n

empunyai satu kandidat, partai harus
dan suatu faksi internal yang secara

a. dalam rangka untuk mencalonkan

seorang perempuan.

Sistem repersentasi proporsional ad:

tidak semua sistem repersentase propo

meningkatkan persentasi perempuan dala

alah superior bagi perempuan, namun
rsional setara dapat diterapkan untuk

m kondisi negara yang berbeda-beda.

Ada tiga isu bahwa sistem yang pantas untuk dijadikan ukuran: besaran distrk.

awal pemilihan, dan bentuk-bentuk daf

Repersentase Proporsional.

Jika perempuan menginginkan mem
partai harus memenangkan beberapa K
meningkat, partai-partai akan melanjutkd

sehinga mempunyai delegasi multi-anggo

lebih memungkinkan untuk terdaftar didal

tar terbuka dan daftar tertutup dari

enangkan kursi parlemen, maka partai-
ursi, Karena jumlah kursi perdistrk
in untuk memenangkan banyak Kkursi

ta. Pada daftar partai perempuan akan

nya.

Permulaan pemilihan mendorong penciptaan partai-partai kecil yang sering

hanya memasukkan satu atau dua wi

I, yang kebanyakan adalah laki-laki.

Mengingat partai hanya memilih satu atau dua wakil dan banyak kandidat

perempuan berada dalam posisi di “da
tidak akan menang.

Penggunaan “daftar tertutup” partai
sehingga tokoh-tokoh perempuan tidak d
lain dari daftar tertutup adalah tanggung
ada keseimbangan dalam delegasi partai

dalam kondisi seperti ini maka hal ini ti

jawab terhadap pemilih. Dengan

kesempatan untuk menyusun komposisi d

r antara” (mid-list), maka perempuan

enetapkan tingkat penawaran kandidat
pat dicoret atau diturunkan. Kelebihan
jawab partai untuk memastikan bahwa
Jika perempuan tampil secara buruk,
dak dapat dijelaskan sebagai tanggung
partai tertutup, partai mempunyai
legasi lengkap dari pada memiliki hasil
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akhir berdasarkan sejumlah keputusan peror

"
o

berhasil untuk berkembang., maka perempuad

lebih dikehendaki untuk membicarakan tuntu

partai mempunyai tanggung jawab untuk
menjamin kualitas wakil perempuan.

Dari pembahasan di atas dapat dilihat b
diterapkan di Indonesia adalah Mixed-Memb:
kuota kepada partai untuk memasukkan kang
yang diajukan dalam Pemilu. Sistem 1ni
mempunyai besaran distrik (jumlah kurs
Indonesia, dua macam suara yang dikeluar
memilih nama calon berdasarkan sistem
dimanfaatkan untuk mengisi proporsi Dewa
pemilu sebagaimana yang tercantum dalam |

E Ayat (4). Bukan lagi tergantung oleh atus

iIngan. Seandainva perwakilan tidak
n dapat mencari partai-partal yang
tan mengenai perwakilan. Selain itu

melanjutkan aksi afirmatif dalam

ahwa sistem yang lebih sesuai untuk

r Proporsional dengan menetapkan

didat perempuan dalam daftar parta

lebih sesuai karena, sistem ini
i per-distrik) yang tinggi. Untuk
kan oleh peinilih, yaitu suara yang
mayoritas pluralitas distrik dapat
n Perwakilan Derah melalui sistem
UUD 1945 Amandemen 1V Pasal 22

an KPU seperti sistem Pemilu pada

UU NO. 4 Tahun 2000. Sedangkan suara yang memilih partai dengan ketentuan

penetapan calon berdasarkan suara terbesar d
distrik untuk mempunyai wakil dalam Lem
juga memberlakukan “electoral system” seb

partai-partai kecil. Serta penggunaan daftar

apat menjamin terwakilinya tiap-tiap

baga Perwakilan Rakyat. Selain itu

agai usaha untuk membatasi jumlah

partai tertutup dengan menempatkan

calon perempuan pada posisi tepilih bukan

da daftar antara secara selang-seling.

Sedangkan untuk memberikan penyeimbangan pada kondisi geografis mengenai

distrik sebaiknya digunakan mekanisme
terbanyak untuk memberikan jaminan t
(Kabupaten / Kota ).

Dengan demikian Undang-Undang
perubahan atas Undang-Undang No 3

nentuan suara berdasarkan suara
akilinya tiap Daerah Tingkat II

emilu No 4 tahun 2000 sebagai

un 1999 dalam ketentuan umum

seharusnya ditetapkan sistem yang dipakai
sedangkan dalam ketentuan daftar calon

dipakai, pemberlakuan electoral system

adalah Mixed-Member Proportional,

ditetapkan  “daftar tertutup” yang
dalam pencalonan partai, penetapan

kuota 30% bagi calon perempuan dalam tiap daftar calon yang diajukan oleh
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Digital Repository U

partai sebagaimana disetujui dalam Deklara
penetapan hasil suara pemilihan mengguna
Perubahan sistem seperti tersebut bukan ha;
meningkatnya perwakilan perempuan dalam
juga memberikan perubahan positif seg
keadaan

repersentasi”  berdasarkan

ge
pertanggungjawaban partai politik kepada pe
di idealkan untuk menjamin tingkat pertang

pemilih.

Jniversitas Jember
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st dan Landasan Aksi Beijing, serta
kan mekanisme suara “terbanyak™.
nya akan memberikan dampak pada
embaga legislatif hasil Pemilu, tetapi
“mandat

rara  substasial terhadap

pgrafis  distrik  maupun  tingkat
milih, selain dari sistem distrik yang

gungjawaban Partai politik terhadap
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
1. Jadi di dalam sistem Pemilu didapatkan kesempatan bagi perempuan untuk

mengartikulasikan kepentingannya.

(B9

Sistem Kuota sebagai aksi afirmatif ditefapkan dalam Undang-Undang Pemilu
secara normatif tidak bertentangan dengan tata hukum di Indonesia.

4.2 Saran
|. Merubah kultur perempuan dalam kehidupan masyarakat dan negara lebih
sulit dibandingkan merubah sistem Pemjilu maka pemerintah harus melakukan
perubahan dalam sistem Pemilu dT:ngan menggunakan mixed-member
proporsional dan kuota calon perempuan kepada pariai politik serta
menempatkan calon perempuan pada posisi terpilih dalam Undang-Undang
Pemilu untuk menjamin peningkatan |jumlah perwakilan perempuan yang

dihasilkan oleh lembaga Pemilu.

b2

Partai politik sebagai lembaga artikulasi harus meningkatkan kualitas maupun
kuantitas calon maupun wakil perempuan sebagai lanjutan aksi afirmatif
untuk memenuhi kualifikasi dan pertanggungjawaban partai politik kepada
pemilih.

41
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